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1. Pendahuluan
Menurut Todaro (2000), pembangunan harus

dipandang sebagai suatu proses multidimensional
yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas
struktur sosial, sikap masyarakat, dan insititusi-
institusi nasional, didampingi tetap mengejar
akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan
ketimpangan pendapatan, serta pengentasan
kemiskinan.  Pelaksanaan pembangunan diarahkan
untuk meningkatan pendapatan dan penyerapan
tenaga kerja.

Jhingan (2004) menyebutkan bahwa sebuah
masyarakat dinilai berhasil melaksanakan
pembangunan, bila pertumbuhan ekonomi
masyarakat tersebut cukup tinggi.  Menurut BPS
(2013), salah satu indikator pertumbuhan ekonomi
adalah produk domestik regional bruto (PDRB) yang
menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan
jasa di suatu daerah.  PDRB didefinisikan sebagai
jumlah nilai tambah bruto (selisih nilai produksi
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dengan biaya antara dari suatu barang atau jasa)
sektor ekonomi pada suatu wilayah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
kontribusi sektor kehutanan terhadap perekonomian
wilayah di Provinsi Lampung.  Lampung dipilih
sebagai lokasi penelitian dengan pertimbangan
bahwa Provinsi Lampung merupakan salah satu
provinsi di Indonesia yang secara fisik kawasan
hutannya mengalami kerusakan paling parah
dibanding dengan kawasan hutan di provinsi lainnya,
setidaknya 54,45% kawasan hutan di Provinsi
Lampung telah mengalami kerusakan (Dinas
Kehutanan Provinsi Lampung, 2012).

2.  Metode Penelitian

2.1  Lokasi dan Waktu
Penelitian ini dilakukan di Provinsi Lampung

pada tahun 2014.
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2.2  Pengumpulan Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah data sekunder berupa data time series  sepuluh
(10) tahun produk domestik regional bruto (PDRB)
Provinsi Lampung dan produk domestik bruto (PDB)
Nasional tahun 2004-2013 yang diperoleh dari Badan
Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung dan BPS
Pusat.

2.3 Analisis Data
Untuk mengetahui kontribusi sektor kehutanan

di Provinsi Lampung dilakukan perhitungan terhadap
nilai location quotient (LQ), nilai multiplier effect,
dan nilai komponen shift share dengan
menggunakan nilai PDRB Provinsi Lampung atas
dasar harga konstan 2000.

1. Location Quotient (LQ)
Menurut Guimaraes et al. (2009), pada awalnya

LQ digunakan untuk kuantifikasi konsentrasi industri
di suatu wilayah.  Dalam perkembangannya, LQ
digunakan untuk memperkirakan kekuatan pengaruh
ekonomi wilayah dan kegiatan ekspor (ekonomi basis)
dengan persamaan:

dimana:
V

i
: Pendapatan dari sektor i (atau sektor i) di

Provinsi Lampung
V

t
: Pendapatan dari sektor i (atau sektor i)

Nasional
P

i
: Pendapatan dari total sektor (atau total sektor

i) di Provinsi Lampung
P

t
: Pendapatan dari total sektor (atau total sektor

i) Nasional
  i : Sektor yang akan dihitung nilai LQ

Apabila nilai LQ > 1 itu menunjukkan kegiatan
ekspor atau basis, sedangkan nilai LQ < 1
menunjukkan kegiatan lokal atau bukan basis.

2. Analisis Multiplier Effect
Multiplier effect merupakan suatu perkiraan

tentang potensi kenaikan pendapatan secara
keseluruhan dari kenaikan pendapatan suatu
kegiatan tertentu dengan persamaan:

dimana:
K : Multiplier effect
S : Pendapatan dari total sektor (atau total sub

sektor) Nasional
S

i
: Pendapatan dari sektor i (atau sub sektor i) di

Provinsi Lampung
 i : Sektor yang akan dihitung nilai multiplier

effect

3. Analisis Shift Share
Analisis shift share banyak digunakan dalam

menganalisis dampak dan menggambarkan tren
pertumbuhan nasional, sektoral, dan regional
(Goschin, 2014), memperkirakan pertumbuhan
regional dan menganalisis pengaruh dari inisiatif
kebijakan serta mengembangkan perencanaan
strategis untuk komunitas (Rice and Harton, 2010).
Dengan beberapa modifikasi, analisis ini sering juga
digunakan untuk mengetahui pengaruh khusus dari
sektor atau wilayah yang lebih luas (Dinc dan Haynes,
2005) dan untuk menggabungkan struktur sektor
(Hewings et al., 2008).  Dalam penelitian ini, analisis
shift share digunakan untuk menganalisis perubahan
struktur ekonomi, menggambarkan pertumbuhan dan
mendeteksi daya saing pertumbuhan sektor
kehutanan dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir.

Menurut Soepomo (1993), bentuk umum dari
persamaan shift share dan komponen-komponennya
adalah:

dimana:
D

ij
: Perubahan suatu variabel regional sektor i di

wilayah j dalam kurun waktu tertentu
N

ij
: Komponen pertumbuhan nasional sektor i di

wilayah j
M

ij
: Bauran industri sektor i di wilayah j

C
ij

: Keunggulan kompetitif sektor i di wilayah j
i : Sektor yang akan dihitung nilai komponen

shift share
j : Wilayah Provinsi Lampung

Variabel regional yang digunakan adalah PDRB.
Perubahan PDRB sektor kehutanan di suatu wilayah
tertentu juga merupakan perubahan antara PDRB
pada tahun akhir analisis dengan PDRB pada tahun
dasar.
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dimana:
E*

ij
: PDRB sektor i di wilayah j pada tahun akhir

analisis
E

ij
: PDRB sektor i di wilayah j pada tahun dasar.

Komponen pertumbuhan nasional suatu sektor
di suatu wilayah menunjukkan bahwa PDRB tumbuh
sesuai dengan laju pertumbuhan nasional.

Komponen bauran industri sektor kehutanan
di suatu wilayah menunjukkan bahwa PDRB tumbuh
sesuai laju selisih antara laju pertumbuhan sektor
kehutanan secara nasional dengan laju pertumbuhan
nasional.  Sementara itu, komponen keunggulan
kompetitif sektor kehutanan di suatu wilayah
merupakan PDRB yang tumbuh sesuai laju selisih
antara laju pertumbuhan sektor kehutanan di wilayah
tersebut dengan laju pertumbuhan sektor kehutanan
secara nasional.

dimana:
r
n

: Laju pertumbuhan nasional
r
in

: Laju pertumbuhan sektor i nasional
r

ij
: Laju pertumbuhan sektor i di wilayah j

Masing-masing laju pertumbuhan didefinisikan
sebagai berikut:
a. Mengukur laju pertumbuhan sektor i di wilayah

b. Mengukur laju pertumbuhan sektor i pereko-

nomian  nasional:

  c.  Mengukur laju pertumbuhan nasional:

dimana:
E*

in
: PDRB sektor i di tingkat nasional pada tahun

terakhir analisis
E

in
: PDRB sektor i di tingkat nasional pada suatu

tahun dasar tertentu

E*
n

: PDRB nasional pada tahun terakhir analisis
E

n
: PDRB nasional pada suatu tahun dasar

tertentu

Persamaan shift share untuk sektor i di wilayah
j adalah:

3. Hasil dan Pembahasan
Di Indonesia, perhitungan nilai produk domestik

bruto (PDB) yang dilakukan oleh Badan Pusat
Statistik (BPS) adalah PDRB dengan pendekatan nilai
tambah. Untuk mempermudah perhitungan nilai
tambah, BPS membagi sektor perekonomian di
Indonesia menjadi sembilan sektor usaha, yaitu: a)
pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan, b)
pertambangan dan penggalian, c) industri
pengolahan, d) listrik, gas, dan air bersih, e)
konstruksi, f) perdagangan, hotel dan restoran, g)
angkutan dan komunikasi, h) keuangan, persewaan
dan jasa perusahaan, dan i) Jasa-jasa.

3.1 Analisis Location Quotion dan Multiplier
Effect
Menurut Tarigan (2005), konsep ekonomi basis

mendasarkan pandangannya bahwa laju
pertumbuhan ekonomi suatu wilayah ditentukan oleh
besarnya ekspor dari wilayah tersebut.  Glasson
(1990) dan Hanafiah (1998) membagi kegiatan dalam
suatu wilayah menjadi kegiatan basis dan non basis.
Kegiatan basis merupakan kegiatan suatu masyarakat
yang hasilnya baik berupa barang maupun jasa yang
ditujukan untuk diekspor keluar dari lingkungan
masyarakat tersebut atau dijual kepada para
pedagang yang datang dari luar masyarakat tersebut,
sehingga dapat digolongkan kepada kegiatan
masyarakat yang berorientasi ke luar, regional,
nasional dan internasional.  Sedangkan, kegiatan
bukan basis adalah kegiatan yang menyediakan
barang-barang yang dibutuhkan oleh orang-orang
yang bertempat tinggal di dalam batas-batas
perekonomian masyarakat yang bersangkutan, tidak
mengekspor barang-barang dan luas lingkup
produksi dan pasarnya bersifat lokal.

Terdapat hubungan sebab akibat dalam
pembagian kegiatan tersebut yang membentuk teori
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basis ekonomi dimana menurut Glasson (1990)
semakin banyak kegiatan basis di suatu daerah dapat
menambah arus pendapatan, menambah permintaan
terhadap barang-barang dan jasa-jasa di dalamnya,
dan menimbulkan kenaikan volume kegiatan bukan
basis, dan sebaliknya.  Namun seperti dijelaskan oleh
Glasson (1990), teori basis ekonomi ini memiliki
keterbatasan yaitu mengenai masalah-masalah teknik
pokok seperti masalah satuan ukuran,
pengidentifikasian kegiatan-kegiatan basis dan
bukan basis, dan pemilihan daerah studi.

Nilai LQ per sektor dari masing-masing lapangan
usaha disajikan pada Tabel 1.  Pada Tabel 1 dapat
dilihat bahwa sektor pertanian secara umum
(pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan)
menjadi sektor basis dari selang waktu 2004-2013
dengan nilai LQ rata-rata sebesar 2,98, demikian
halnya dengan sektor keuangan, persewaan, dan jasa
perusahaan yang menjadi sektor basis sejak 4 tahun
terakhir (2010-2013), sedangkan tujuh sektor lainnya
merupakan sektor non basis.

Adi (2001) menyatakan bahwa pada tahap-tahap
awal pembangunan umumnya sektor primer
(pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan)
memiliki peranan penting dalam pembentukan
pendapatan suatu wilayah dan pembangunan lebih
lanjut membuat peran/kontribusi sektor primer
berkurang dan peran ini berpindah ke sektor
sekunder dan tersier.  Namun turunnya peran/
kontribusi sektor primer di semua wilayah tidak berarti
sektor primer di semua wilayah nilai tambahnya turun
karena pada kenyataannya nilai tambahnya selalu
meningkat, akan tetapi pertumbuhan nilai tambah
pada sektor lainnya juga meningkat lebih tinggi.

Sektor pertanian secara umum secara konsisten
tiap tahun selama periode 2004-2013 merupakan sektor
unggulan Provinsi Lampung.  Hal ini menunjukkan
bahwa sektor tersebut telah mampu memenuhi
kebutuhan lokal dan mampu mengekspor hasil/
produknya ke daerah lain sehingga perlu
dikembangkan untuk mendorong pertumbuhan
ekonomi wilayah di Provinsi Lampung.  Sektor
perdagangan, hotel dan restoran dengan rata-rata
nilai LQ sebesar 0,91 dapat menjadi sektor basis
karena Provinsi Lampung merupakan pintu masuk
lalu lintas darat atau laut dari Pulau Jawa dan Pulau
Sumatera yang memungkinkan transaksi bisnis
ekonomi berlangsung.

Dalam banyak kesempatan orang dapat
berdebat tentang sektor apa yang harus
dikembangkan lebih dulu dalam rangka
pengembangan wilayah, sektor pertanian atau
industri.  Gilbert dan Gugler (1996) berpendapat
bahwa pembangunan pertanian harus dilaksanakan
lebih dulu dengan alasan bahwa sektor pertanian
yang lebih produktif akan mampu menyediakan
surplus yang diperlukan bagi pembangunan industri
dan perkotaan.  Sementara pihak yang berpendapat
sebaliknya mengemukakan alasan bahwa justru
pertumbuhan industri dan perkotaan merupakan
prasyarat bagi sektor pertanian yang lebih produktif
dan modern.  Soetomo (2006) menyarankan agar tidak
terjebak pada perdebatan sektor mana yang perlu
dikembangkan lebih dahulu, maka kedua sektor
tersebut, baik pertanian maupun industri dapat
berkembang bersama dalam kedudukan yang saling
mendukung.

Nilai rata-rata multiplier effect sektor pertanian
secara umum pada periode 2004-2013 sebesar 2,49,
ini berarti bahwa setiap penambahan pendapatan
sebesar Rp Y pada sektor sektor pertanian secara
umum akan mengakibatkan pertambahan pendapatan
sebesar 2,49 x Rp Y pada PDRB Provinsi Lampung
secara  keseluruhan.

Sektor pertanian secara umum terbagi menjadi
lima (5) sektor yakni: tanaman bahan makanan,
tanaman perkebunan, peternakan dan hasil-hasilnya,
kehutanan dan perikanan.  Pada Tabel 1 juga dapat
dilihat bahwa sektor tanaman perkebunan merupakan
sektor basis pada sektor pertanian secara umum
dengan nilai LQ rata-rata sebesar 1,54, sedangkan
empat sektor lainnya bukan merupakan sektor basis
termasuk sektor kehutanan dengan nilai LQ rata-rata
sebesar 0,18.

Nilai rata-rata multiplier effect sektor kehutanan
pada 2004-2013 sebesar 94,92.  Ini berarti bahwa
setiap penambahan pendapatan sebesar Rp Y pada
sektor kehutanan akan mengakibatkan pertambahan
pendapatan sebesar 94,92 x Rp Y pada total PDRB.

Dalam perhitungan PDRB yang dilakukan oleh
BPS, kehutanan termasuk salah satu sub-sektor
perekonomian di dalam sektor pertanian yang
meliputi kegiatan penebangan kayu, pengambilan
getah/daun/akar/kul i t /bambu/rotan/arang,
perburuan binatang liar serta pengambilan hasil
hutan lain, termasuk kayu dan bambu yang ditanam
di areal non hutan.  Pemungutan hasil hutan antara
lain berupa damar, rotan, kopal, dan nipah.
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Tabel 2 menunjukkan bahwa kontribusi sektor
kehutanan terhadap PDRB total Provinsi Lampung
kecil yakni hanya sebesar 0,38% (175,12 milyar).
Menurut Nurrochmat (2008), kecilnya kontribusi
sektor kehutanan terhadap PDRB disebabkan karena
nilai PDRB kehutanan hanya menghitung manfaat
tangible hasil hutan terutama kayu dan nilai tambah
dari industri primer hasil hutan.  Sementara, manfaat
intangible yang sangat besar dari sektor kehutanan
dan kontribusinya terhadap penciptaan nilai tambah
bagi sektor lain tidak tercermin dalam nilai PDRB.
Dengan kata lain, dilihat dari penciptaan nilai tambah
pada sektor-sektor kegiatan ekonomi yang
ditunjukkan oleh nilai PDRB, fungsi ekonomi, ekologi,
dan sosial dari sektor kehutanan yang berperan
penting dalam penciptaan nilai tambah bagi sektor
lain dalam perhitungan PDRB dinilai terlalu rendah
(undervalued).

Nurrochmat (2008) dan Rahmat (2014)
menyatakan bahwa nilai PDRB tersebut belum
memberikan gambaran tentang struktur
perekonomian dan pertumbuhan ekonomi yang
dialami oleh suatu daerah, baik secara total maupun
secara sektoral karena nilai sumberdaya alam yang
hilang (dieksploitasi) dan kerusakan (degradasi)
lingkungan belum diperhitungkan sebagai nilai
kehilangan dan kerusakan yang seharusnya dibayar.

Kondisi diatas menurut Mankiw (2010)
disebabkan karena PDRB ditaksir berdasarkan nilai
pasar dari seluruh barang-barang dan jasa-jasa akhir
yang diproduksi dalam perekonomian pada periode
waktu tertentu.  Barang-barang dan jasa-jasa yang
belum atau tidak memiliki nilai pasar atau belum
dikomersialkan serta eksternalitas positif maupun
negatif dari pembangunan ekonomi tidak dapat
dipantau dari indikator PDRB.

Nilai tambah yang diciptakan sektor kehutanan
merupakan perbedaan nilai suatu barang/jasa yang
timbul sebagai akibat suatu kegiatan produksi dan/
atau distribusi hasil hutan.  Produksi sektor
kehutanan dapat bersifat ekstraktif berupa kayu
hutan, rotan, daun, buah dan lain-lain; dan dapat
pula berupa produk non-ekstraktif seperti rekreasi
dan wisata hutan lainnya.  Kedua jenis produk itu
walaupun berbeda sifatnya namun memiliki ciri yang
sama dalam hal produknya dapat dipasarkan (BPS,
2013).

Masih menurut BPS (2013), peranan sektor
kehutanan hanya dilihat dari produksi kayu dan non

kayu yang umumnya merupakan input dasar yang
masih akan diolah lagi menjadi produk yang bernilai
tambah.  Produk-produk yang berasal dari hutan yang
kemudian diolah lagi (industri hilir) tidak masuk ke
dalam kontribusi sektor kehutanan. Sehingga apabila
produk tersebut dimasukan dalam kontribusi sektor
kehutanan, kontribusi sektor kehutanan diestimasi
menjadi sangat besar.

Menurut Nurrochmat (2008), kondisi tersebut
sangat ironis, karena bila terjadi kerusakan di sektor
kehutanan, nilai kerugian yang ditanggung oleh
suatu perekonomian akan jauh lebih besar daripada
rusaknya sektor kehutanan itu sendiri.  Keadaan ini
dapat terjadi tidak lain karena sektor kehutanan
mempunyai kaitan ke depan (forward linkages) yang
semuanya itu sangat panjang dan besar, seperti
sektor-sektor industri pengolahan hasil-hasil hutan,
industri farmasi, sektor pariwisata, sumberdaya air,
pertanian, transportasi dan kelautan.

BPS Provinsi Lampung (2014) menyebutkan
bahwa hutan-hutan di dataran rendah di Provinsi
Lampung dapat dikatakan sudah habis dimanfaatkan
untuk kepentingan pembangunan pertanian, untuk
para transmigran yang terus menerus memasuki
daerah ini.  Hutan-hutan yang tersisa yang belum
banyak dibuka sebagian besar terletak di sebelah
barat, di daerah Bukit Barisan Selatan.  Berdasarkan
hasil pengamatan, sebagian besar kawasan hutan di
Provinsi Lampung baik hutan lindung, hutan
produksi, dan hutan konservasi sudah banyak
dirambah oleh masyarakat.

3.2  Analisis Shift Share
Nilai tiap komponen shiftshare masing-masing

sektor disajikan dalam Tabel 3 untuk sektor
kehutanan dan Tabel 4 untuk sektor pertanian,
peternakan, kehutanan, dan perikanan.

Sektor kehutanan di Provinsi Lampung
berdasarkan analisis shift share tahun 2004–2013
dipengaruhi oleh beberapa komponen.  Nilai kompo-
nen pertumbuhan nasional (N

ij
) sektor kehutanan

memiliki nilai positif yakni Rp 45,744 milyar, ini berarti
bahwa sektor kehutanan memberikan pengaruh
positif terhadap pertumbuhan nasional.  Sementara
secara sektoral, kontribusi terbesar terdapat pada
sektor pertanian secara umum (pertanian,
peternakan, kehutanan dan perikanan) sebesar Rp.
8.036,370 milyar.  Hal ini menunjukkan bahwa sektor
pertanian secara umum sangat dipengaruhi oleh
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perubahan kebijakan nasional yang berarti bahwa
apabila terjadi perubahan kebijakan tingkat nasional,
maka kontribusi sektor pertanian beserta
subsektornya akan mengalami perubahan.

Nilai komponen bauran industri (M
ij
) sektor

kehutanan memiliki nilai negatif sebesar Rp - 45,684
milyar demikian halnya dengan sektor pertanian
secara umum juga memiliki negatif sebesar Rp -
3.552,455 milyar.  Nilai tersebut menunjukkan bahwa
sektor kehutanan dan sektor pertanian secara umum
memiliki pertumbuhan yang lambat.

Sementara itu komponen keunggulan kompetitif
(C

ij
) untuk sektor kehutanan dan sektor pertanian

secara umum memiliki nilai positif masing-masing
sebesar Rp 53,127 milyar dan sebesar Rp 448,579
milyar.  Hal ini menunjukkan bahwa sektor kehutanan

di Provinsi Lampung memiliki daya saing yang baik
(kompetitif) jika dibandingkan dengan sektor yang
sama di provinsi lain.

Jumlah keseluruhan (D
ij
) sektor kehutanan

menunjukkan nilai positif sebesar Rp 53,188 milyar
dan Rp 4.932,494 milyar untuk sektor pertanian
secara umum yang berarti bahwa pertumbuhan sektor
kehutanan dan sektor pertanian secara umum lebih
cepat dibandingkan dengan pertumbuhan di tingkat
nasional.

4. Simpulan
1). Sektor kehutanan bukan merupakan sektor

basis perekonomian di Provinsi Lampung pada
periode tahun 2004-2013, sehingga sektor
kehutanan hanya mampu memenuhi kebutuhan

Tabel 3. Nilai Komponen Shift Share Sektor Kehutanan Menggunakan PDRB Provinsi Lampung tahun
2004-2013 Atas Dasar Harga Konstan 2000 (milyar rupiah)

Tabel 4. Nilai Komponen Shift Share Sektor pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan Menggunakan
PDRB Provinsi Lampung Tahun 2004-2013 Atas Dasar Harga Konstan 2000 (milyar rupiah)
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sendiri dan belum mampu mengekspor atau
mengirim hasil/produk ke daerah lain.  Nilai rata-
rata multiplier effect sektor kehutanan sebesar
94,92 yang berarti setiap penambahan
pendapatan sebesar Rp Y pada sektor
kehutanan akan mengakibatkan pertambahan
pendapatan sebesar 94,92 x Rp Y pada sektor
pertanian secara umum.

2). Kontribusi sektor kehutanan terhadap
perekonomian Provinsi Lampung hanya
sebesar 0,38%.  Kontribusi tersebut termasuk
kecil, hal ini disebabkan karena dalam
perhitungan PDRB belum memperhitungkan
nilai sumberdaya alam yang hilang dan
degradasi lingkungan.

3). Nilai komponen pertumbuhan nasional sektor
kehutanan di Provinsi Lampung memberikan
pengaruh positif terhadap pertumbuhan
nasional.  Nilai komponen bauran industri
sektor kehutanan memiliki pertumbuhan yang
lambat.  Sektor kehutanan di Provinsi Lampung
memiliki daya saing yang baik jika dibandingkan
dengan sektor yang sama di provinsi lain.
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